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' Mengefektifkan Kampanye di Media Massa.

PANDEMI mengubah banyak hal.
Namun ketika Pilkada 2020 tak hen-
dak lagi diubah waktu pelaksanaan-
nya. Maka beberapa aturan pun ke-
mudian diubah. Mengikuti dan me-
nyesuaikan protokol kesehatan di
masa pandemi menjadi dalih utama.

Kampanye merupakan problem
krusial dan menghadirkan pelbagai
macam kekhawatiran. Padahal, kam-
panye menjadi ajang bagi para calon
kepala daerah untuk meyakinkan pe-
milih dengan mengenalkan visi, misi
dan programnya. Kegiatan yang kini
kian dikhawatirkan akan menghadir-
kan klaster baru pandemic Covid-19.
Pasalnya, dalam kampanye ada
pengumpulan massa dalam pelbagai
kegiatan. Lahirnya Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) 6/2020,
PKPU 13/2020 dan PKPU 13/2020
sebagai lex spesialis adalah upaya-
upaya untuk memperbaiki dan me-
nyesuaikan dengan standar protokol
kesehatan.

Namun dalam pertemuan Forum
Pemimpin Redaksi Media Massa di
Yogya beberapa waktu lalu, Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko mendo-
rong optimalisasi kampanye Pilkada
2020 melalui media massa. Menurut-
nya, hal itu jauh lebih efektif untuk
menyampaikan visi misi dan program
para kandidat kepala daerah.
Sekaligus mencegah persebaran
Covid-19. Media massa dinilai menja-
di pilihan yang menarik bagi penye-
barluasan informasi program dan visi
missi calon kepala negara. "Hasil
survei menunjukkan kampanye
pencegahan Covid-19 lewat media
massa cukup efektif. Mencapai 67%,”
ungkap Moeldoko. (KR, 2/10)

Moeldoko bahkan berterus terang
bahwa peraturan yang sudah ada
bisa diubah untuk penyesuaian terse-
but. Mengingat regulasi yang ada
membuat batasan waktu. Seperti,
pasal 34 PKPU 4/2017 menyebutkan
waktu efektif pemuatan materi kam-
panye hanya 14 hari sebelum masa

tenang.

Bak gayung bersambut. Jauh se-
belumnya, Ketua KPU Arief Budiman
pernah mengungkap keinginan untuk
memperluas ruang kampanye bagi
calon kepala daerah, melalui iklan di
media massa. Kegiatan berbentuk
fisik dikurangi dan ruang kampanye di
media cetak dan elektronik ditambah.
Hanya tentu saja, mengingat
anggaran terbatas, KPU tidak membi-
ayai semua iklan tersebut. Artinya,
beaya iklan ditanggung pasangan
calon (paslon) tersebut

Hanya saja, kampanye sudah dim-
ulai sejak 26 September silam. Dan
masa kampanye saat ini sangat pan-
jang, 71 hari. Meski demikian, sesuai
regulasinya, kampanye di media mas-
sa hanya 14 hari sebelum masa ten-
ang. Maka bila ada keinginan mem-
buka peluang dan optimalisasi melalui
media massa, ketentuan itu harus di-
ubah.

Masalah kampanye di media mas-
sa memang diatur cukup detail dalam
pasal 36 PKPU 4/2017. Tidak hanya
soal waktu yang 14 hari, namun da-
lam ayat (1) juga ditegaskan menge-
nai kewajiban mematuhi kode etik
periklanan dan ketentuan peraturan
perundangan. Sementara soal tarif
standar iklan diberlakukan sama seti-
ap pasangan calon, diatur dalam ayat
(2).

Melindungi masyarakat dari Covid-
19 lebih penting, ketika pilkada tidak
bisa ditunda. Untuk itu, aturan yang di-
anggap ‘'menghambat’ tentu bisa di-
ubah agar pilkada tidak meng-
hadirkan klaster baru Covid-19. Jika
kampanye di media massa menjadi
alternatif solusi, maka pengawasan isi
kampanye menjadi sangat penting.
Apakah perlu dipikirkan adanya sat-
gas khusus mengawasi materi kam-
panye agar tidak berisikan soal
SARA, kampanye hitam, ujaran
kebencian, hoaks dan hal lain yang
menciderai demokrasi. Ini menjadi
tantangan Bawaslu. [

tanggung jawab penulis.
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Ketahanan Pangan

KEGIATAN produksi pertanian ten-
tu tidak bisa lepas dari berbagai input
yang diperlukan. Input merupakan
faktor produksi yang digunakan untuk
menunjang jalannya produksi sampai
menghasilkan produk berkualitas.
Salah satu inputnya yaitu pupuk.
Pupuk merupakan input yang dapat
meningkatkan produksi pertanian.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa pupuk
termasuk unsur utama dalam
kegiatan produksi pertanian atau bu-
didaya. Pupuk adalah sumber nutrisi
bagi tanaman. Nutrisi tersebut juga
bermacam-macam. Pupuk diberikan
dalam jangka waktu tertentu.

Dalam masa pandemi Covid-19
saat ini, ketahanan pangan adalah
satu hal yang sangat perlu untuk
terus diperhatikan. Masyarakat ten-
tunya memerlukan bahan pangan
yang terus tersedia. Kunci dari hal ini
tentunya adalah sektor pertanian.
Apabila sektor pertanian kita mati,
maka produksi bahan pangan pun
akan terhambat.

Meninjau hal tersebut, dapat kita
ketahui bahwa ketersediaan pupuk
menjadi unsur penting dalam menja-
ga sektor pertanian agar tetap ber-
jalan. Sektor pertanian dalam meme-
nuhi kebutuhan pangan pun telah
menggandeng masyarakat untuk
berkebun di rumah. Tentunya hal ini
membuat tingkat kebutuhan pupuk
ikut meningkat, sehingga ketersedi-
aan pupuk dari pabrik perlu diper-
banyak. Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo juga pernah mengata-
kan bahwa, jaminan ketersediaan
pupuk sangat diperhatikan oleh pe-
merintah agar ketahanan pangan di
Indonesia tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu
memperhatikan kelangkaan pupuk
yang terjadi karena adanya permain-
an distributor. Di sinilah pemerintah
harus mengambil sikap dan tindakan
yang tepat guna memerangi per-
mainan distributor nakal. Salah satu
tindakan awal yang dapat dilakukan
pemerintah adalah memperluas fasili-
tas pelayanan bagi para petani, se-
hingga petani dapat melaporkan
kendala yang dihadapi sampai
akhirnya pemerintah bisa langsung
menindaklanjuti laporan tersebut.

Ketahanan pangan tidak hanya
menjadi beban dari para petani, tapi ju-
ga beban kita semua, masyarakat In-
donesia. Adanya perkembangan ino-
vasi dan teknologi berkaitan kegiatan
bertani di rumah sudah bisa kita terap-
kan. Setidaknya kita membantu diri ki-
ta sendiri untuk menjaga kebutuhan
pangan keluarga kita. Di samping itu,
kita juga dapat mengurangi beban
petani di saat pandemi seperti ini yang
menyebabkan gerak petani terbatasi
dengan mengingat perlunya protokol
kesehatan. Dengan demikian, keta-
hanan pangan Indonesia pun bisa ter-
jaga, atas nama masyarakat Indone-
sia bersama-sama. [J

Hanita Athasari Zain, Mahasiswi
Fakultas Pertanian, UGM.

Konstruksi Kesetaraan di Dalam TNI

KETERLIBATAN perempuan dalam
pertahanan negara (militer) sudah eksis
sejak zaman kolonial hingga zaman ke-
merdekaan. Sejarah mencatat peran pe-
rempuan dalam melawan kolonialisme
lebih sulit dipatahkan kolonial salah satu-
nya adalah Tjut Nyak Dien dari Aceh.
Pada sisi lain para perempuan perkasa
tersebut juga mampu menduduki posisi
penting dalam jabatan militer kala itu,
Laksamana Malahayati.

Zaman perjuangan kemerdekaan pe-
rempuan dalam laskar wanita juga nam-
pak seperti bertugas menyetir ambulans,
mengobati tentara yang sakit, mem-
buat dapur umum, mengajar memba-
ca, menjahit seragam, serta mendis-
tribusikan senjata dan informasi.
Lebih dari 15 tahun sejak tahun 1945
pemerintah kemudian meresmikan in-
stitusi perempuan dalam korps TNI
yang disebut dengan Kowad, Kowal
dan Wara (termasuk Polwan). Peres-
mian ini merupakan bagian dari im-
plementasi menghindari jalur patri-
akhis dalam tubuh TNI yang di-
amanatkan Presiden Soekarno pada
waktu itu dan didukung Kongres Pe-
rempuan Indonesia (Kowani) (Han-
dayani, 2008).

Mengisyaratkan

Semasa era Presiden Abdurrahman
Wahid, yang menginstruksikan penga-
rusutamaan gender menghasilkan
suatu keputusan dalam TNI yang membe-
rikan kesempatan perempuan untuk
didik dalam sekolah elit militer seperti
Akmil, AAU, AAL dan Akpol. Saat ini
mereka yang telah lulus dalam sekolah-
sekolah elite TNI tersebut telah menyan-
dang profesi sebagai perwira TNI bersan-
ding dengan para perempuan perwira
TNI yang berasal dari sekolah reguler
Secapa, Secaba dan Secatam perempuan.

Namun pertanyaan yang muncul kemu-
dian apakah benar para perempuan terse-
but telah mendapatkan porsi yang sama
dalam karir mereka ke depan di tiga ma-
tra TNI ? Beberapa statement dari peting-

Edwi Arief Sosiawan

gi TNI sendiri masih mengisyaratkan
bahwa perempuan dalam tubuh TNI ma-
sih dihargai dan disesuaikan kodratnya
sebagai perempuan. Meskipun pernya-
taan tersebut logis namun secara tidak
langsung menunjukkan bahwa ada perbe-
daan konstruksi gender di dalamnya.
Penugasan dan karir perempuan dalam
posisi elite struktur TNI nampaknya
hingga kini masih menunjukkan ketim-
pangan dalam karir perempuan dalam tu-

buh TNI. Jangankan dalam satuan tem-
pur dalam jabatan teritorial peran pe-
rempuan perwira masih sangat langka.
Tahun 2018 setelah lebih dari setengah
abad berdirinya institusi perempuan TNI,
perempuan baru dapat menduduki posisi
sebagai Komandan Rayon militer (Ko-
ramil) dan Komandan Distrik Militer
(Kodim). Sementara Polri 10 tahun lebih
dahulu memberikan kesempatan perem-
puan untuk menduduki jabatan sebagai
Kapolda.
Stigma

Untuk menghilangkan stigma kon-

struksi gender dalam tubuh TNI maka

diperlukan suatu gerakan moral dan niat
baik dalam jajaran pimpinan TNI bersa-
ma pemerintah. Pertama, menghilang-
kan kentalnya kultur patrilineal serta
dogma dan mitos bahwa perempuan se-
lalu berbagi peran dalam kewajiban dan
tugasnya sebagai TNI. Kedua, adanya du-
kungan politis yang melibatkan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak Indonesia dan Panglima
TNI dalam membumikan konstruksi gen-
der yang ideal bagi perempuan dalam tu-
gas dan tanggung jawabnya sebagai pra-
jurit TNI melalui surat keputusan dan
surat edaran.

Ketiga, aspek dukungan kebijakan.
Dalam hal ini seluruh komponen pim-
pinan TNI di tiga matra beserta pang-
lima TNI mampu membuat program
program kerja dan kegiatan yang re-
sponsif gender. Keempat, aspek karir
SDM yang jelas, perlu dibuat peme-
taan dalam karir prajurit perempuan
pada semua lini komando. Perempuan
prajurit dapat dipromosikan untuk
menduduki pimpinan dalam kesatu-
an-kesatuan utamanya kesatuan teri-
torial mulai dari Koramil, Kodim,
Korem hingga Kodam. Agar lebih
mendapatkan apresiasi publik secara
luas, maka perempuan perempuan da-
pat dipromosikan untuk menduduki
jabatan di lingkup institusi pemerin-
tahan lainnya di luar institusi militer.
Sehingga konstruksi kesetaraan dan pen-
garusutaman gender semakin terwujud
dalam tubuh TNI. O

*) Edwi Arief Sosiawan , Associated
Professor Prodi Mikom FISIP UPN
Veteran Yogyakarta
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Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-
pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel
untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan anta-
ra535 - 575 kata, dengan mengisi subjek menge-
nai isu yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Rekonstruksi Pelajaran Sejarah

ISU reduksi alokasi mata pelajaran se-
jarah di sekolah sempat menyeruak. Ka-
bar angin bersumber dari menyebarnya
naskah permutasi penyederhanaan
kurikulum kepada publik. Agar tak meng-
undang konflik berkepanjangan, isu lang-
sung ditepis Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam vi-
deo klarifikasi yang diunggah di akun in-
stagram pribadinya (20/9), Mas Menteri
menyatakan bahwa ada banyak konsepsi
penyederhanaan kurikulum. Pelbagai
konsepsi ini tengah dibahas dalam diskusi
publik dan diskusi kelompok terpumpun.

Selain menepis kabar angin mengenai
reduksi alokasi mata pelajaran sejarah,
Mas Menteri juga menyatakan bahwa se-
jarah, sebagai tulang punggung identitas
nasional, harus dilekatkan kepada genera-
si muda dengan pembelajaran yang rele-
van dan inspiratif. Pernyataan Mas
Menteri ini merupakan tantangan klise
mata pelajaran sejarah di sekolah. Alokasi
waktu pelajaran yang melimpah, tanpa
dibarengi dengan mutu dan konten pela-
jaran yang menggugah, tentu akan nihil
gairah dan minim faedah.

Strategis

Mata pelajaran sejarah mengemban
peran strategis menumbuhkan karakter
positif : sikap nasionalisme, patriotisme,
toleransi, dan cinta tanah air. Melalui
transmisi kisah keteladanan pahlawan,
mata pelajaran sejarah dapat mendisemi-
nasi nilai-nilai luhur dan sikap patriotik
kusuma bangsa.

Dalam pelaksanannya, ikhtiar men-
transmisikan kisah keteladanan pah-
lawan acap menuai kemuskilan. Pasal-
nya, pelajaran sejarah justru kerap disa-
jikan dengan cara-cara konservatif.
Sehingga mata pelajaran ini identik de-
ngan predikat membosankan dan nihil gu-
na. Konten pelajaran sejarah yang kerap
dipersempit menjadi sejarah peperangan
dan silsilah kerajaan, tidak membantu
menemukan ‘mutiara pesan moral’ yang
terpendam dalam lumpur sang waktu

Ardian Nur Rizki

(Yudi, 2014).

Degradasi mata pelajaran sejarah mem-
buat kita mengalami kemiskinan wahana
untuk membumikan keteladanan pahla-
wan maupun keluhuran nilai hidup di
masa silam. Perlu upaya progresif untuk
menyajikan pembelajaran sejarah menja-
di lebih inovatif dan atraktif, sekaligus un-
tuk mengimplementasikan paradigma
baru pendidikan.

Peristiwa sejarah yang sudah berlang-
sung di masa silam seyogianya dapat di-
hadirkan guru di pelupuk mata siswa.
Aktualisasi dan kontekstualisasi peristi-
wa sejarah dapat diupayakan dengan
menghadirkan objek sejarah ke dalam
pembelajaran, baik dengan mengunjungi
tempat-tempat bersejarah, situs sejarah,
ataupun museum.

Rekonstruksi

Selain metode, hal fundamental yang
mendesak untuk direkonstruksi adalah
konten pelajaran sejarah. Tak dapat
dimungkiri, dialektika dalam peristiwa se-
jarah adalah keniscayaan. Unsur kepen-
tingan dan subjektivitas senantiasa

dijadikan tema perdebatan sejarah.
Konten pelajaran sejarah dalam kuriku-
lum kita terangkai dalam kisah hitam dan
putih. Hanya ada dua lakon: antagonisme
dan protagonisme. Pembelajaran sejarah
di sekolah seakan tidak memberi ruang
bagi dinamika sikap dan perjuangan. Tan
Malaka atau Syafrudin Prawiranegara,
contohnya. Betapa pun besarnya jasa ke-
dua tokoh tersebut dalam membangun
dan menjaga eksistensi Republik
Indonesia. Namun, pernah menjadi pim-
pinan PKI dan PRRI adalah dosa besar
yang menggugurkan semua jasa.
Perombakan konten pelajaran sejarah
adalah keniscayaan. Muatan mata pela-
jaran sejarah sebagai wahana doktrinasi
dan alat politik penguasa mesti segera di-
tinggalkan. Selain berbasis fakta, mata
pelajaran sejarah -- sebagaimana pesan
Mas Menteri -- seyogianya membawa mu-
tiara pesan dan inspirasi keteladanan.
Kita harus berhenti belajar sejarah’ dan
memulai babak baru untuk ‘belajar dari
sejarah’. [
*) Ardian Nur Rizki, Guru Sejarah di
Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
Johor Bahru, Malaysia

melekat dalam interpretasi pe-
ristiwa sejarah. Henk Schulte
Nordholt, Ratna Saptari, dan
Bambang Purwanto, dalam
esai Memikir Ulang Historiog-
rafi Indonesia (2008), meng-
utarakan bahwa penulisan se-
jarah nasional bukan sekadar

kegiatan intelektual atau
akademis semata, melainkan
juga bermakna politis.

Penulisan sejarah dianggap
sebagai fondasi pemerkokoh
identitas nasional. Sehingga
klaim mengenai legitimasi
kekuasaan, asal-usul, siapa
pahlawan dan siapa korban,
siapa lakon dan siapa musuh,
tidak akan pernah surut untuk

da

Fojok KR

Diketemukan miras di kendaraan yang celaka
-- Miras selalu membawa petaka

Deklarasi pilkada di Kota Magelang utamakan
sehat dan selamat
-- Sehat dan selamat itu mahal harganya

Pelaku étraffickingi di Banyumas dibekuk
-- Hukum maksimal perusak generasi mu-
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